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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana 

 Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan 

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 

peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu 

hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 

tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 

abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, 

sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan 

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 

dalam kehidupan masyarakat.  

 Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, 

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHPidana), tetapi tidak ada 

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena 

itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. 

Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing 

Hukum Pidana menggunakan istiah tindak pidana atau perbuatan pidana atau 
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peristiwapidana, dengan istilah strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; strafbare 

handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para 

sarjana hukum pidana jerman; dan criminal act diterjemahkan dengan istilah 

perbuatan kriminal. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-

undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan 

dari istilah strafbaarfeit adalah sebagai berikut
1
. 

 Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana 

kalau  memenuhi unsur­unsur pidananya. Unsur­unsur itu terdiri dari :  

a. Obyektif. 

 Yaitu suatu  tindakan (perbuatan) yang  bertentangan dengan hukum dan 

mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum Yang  

dijadikan titik  utama  dari pengertian obyektif di sini adalah tindakannya. 

b. Subyektif. 

 Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh 

undangundang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya  pelaku (seseorang  atau 

beberapa orang). Dilihat dari unsur­unsur pidana  ini, maka  kalau  ada suatu  

perbuatan yang  dilakukan oleh seseorang  harus memenuhi  persyaratan supaya  

dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.  

Dan syarat­syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:  

                                                           
1
Fitri Wahyuni,2017,Dasar-dasar hukum pidana di indonesia,Tangerang Selatan, PT Nusantara 

Persada,hal 35. 
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a. Harus ada suatu  perbuatan. Maksudnya  bahwa memang  benar­benar  ada 

suatu  kegiatan yang  dilakukan oleh seseorang  atau  beberapa orang. 

Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami  

oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.  

b. Perbuatan itu  harus sesuai dengan apa  yang  dilukiskan dalam ketentuan 

hukum. Artinya  perbuatan sebagai suatu  peristiwa  hukum memenuhi isi 

ketentuan hukum yang  berlaku  pada saat itu. Pelakunya memang  

benarbenar  telah  berbuat seperti yang  terjadi dan  terhadapnya  wajib  

mempertanggung  jawabkan akibat yang  timbul dari perbuatan itu. 

Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu  

perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu  

mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu  

karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan 

tugas, membela  diri dari ancaman orang  lain  yang  mengganggu  

keselamatannya dan dalam keadaan darurat. 

c. Harus terbukti adanya  kesalahan yang  dapat dipertanggung  jawabkan. 

Maksudnya  bahwa perbuatan yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  

beberapa  orang  itu  dapat dibuktikan sebagai  suatu  perbuatan yang 

disalahkan oleh ketentuan hukum. 

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya  suatu  perbuatan yang 

berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau  tindakannya  nyata­nyata 

bertentangan dengan aturan hukum. 
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e. Harus tersedia  ancaman hukumannya.  Maksudnya  kalau  ada ketentuan  

yang  mengatur tentang  larangan atau  keharusan  dalam suatu  perbuatan  

tertentu, maka ketentuan itu  memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan 

ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang 

harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan 

tertentu, maka dalam peristiwa  pidana  terhadap pelakunya  tidak  perlu 

melaksanakan hukuman. 

 

2.1.2  Unsur-unsur Tindak Pidana 

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya 

dapat di jabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur 

objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:  

a. Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa);  

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana  

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan 

lain-lain;  

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat 

dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;  

e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHPidana. Unsur-unsur objektif dari suatu 

tindak pidana adalah sebagai berikut: 
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- Sifat melawan hukum atau weder recht telijkheid;  

- Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai 

negeri;  

- Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 

 

1.1.3 Jenis – Jenis Tindak Pidana 

 Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan 

hukum pidana formil
2
. Berikut penjelasannya: 

a. Hukum pidana materil yaitu memuat aturan-aturan yang menetapkan 

dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-

aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan 

ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana materiil diatur dalam 

KUHPidana. 

b. Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan 

perantaraan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk 

mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum 

Acara Pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAPidana). 

 Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan 

hukum pidana khusus, yaitu: 

                                                           
2
Tami Rusli,2020,Pengantar Ilmu Hukum,Publikasi Universitas Bandar Lampung , hal:63 
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a. Hukum pidana umum, memuat aturan-aturan hukum pidana yang 

berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHPidana, Undang-Undang 

Lalu Lintas (UULL) dll 

b. Hukum pidana khusus, memuat aturan-aturan hukum pidana yang 

menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan 

golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, misalnya: 

- hukum pidana militer 

- hukum pidana fiscal 

- hukum pidana ekonomi 

- hukum pidana korupsi 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dalam KUHPidana, dikenal dengan 

adanya dua jenis pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan.  

a. pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 

pidana denda, dan pidana tutupan 

b. pidana tambahan meliputi pencabutan beberapa hak tertentu,dan 

perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.
3
 

1.1.4 Asas-Asas Hukum Tindak Pidana 

 Hukum pidana mempunyai asas-asas, yang menunjukkan sifat-sifat 

tertentu, sifat-sifat mana tidak tedapat dalam macam-macam hukum lainnya, 

yakni:  

1. Asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas 

kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah 

                                                           
3
KUHPidanapasal 10 
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ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHPidana). Jika 

sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan 

perundangundangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan 

sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHPidana);  

2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya untuk menjatuhkan pidana 

kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan 

bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut;  

3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas 

semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah 

teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal 

berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan 

dan konsul Indonesia di negara asing (Pasal 2 KUHPidana);  

4. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku 

bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada 

(Pasal 5 KUHPidana);  

5. Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku 

bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 

KUHPidana);  

6. Asas nebis in idem, asas ini merupakan hal yang sangat esensi dalam 

penegakan hukum. Tujuannya agar penegakan hukum dilakukan secara 

berkeadilan sesuai karakteristik dan berdaya guna bagi masyarakat. Salah 

satu asas yang memberikan ketegasan kepastian hukum, keadilan 

menjamin perikemanusiaan dan wibawa putusan hakim yaitu asas nebis in 
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idem. Asas ini memberikan ketegasan bahwa seseorang tidak boleh diadili 

dan dihukum lebih dari satu kali atas kejahatan yang sama. Salah satu 

syaratnya adalah ada “perbuatan yang sama”. Menentukan ada tidaknya 

“perbuatan yang sama” merupakan masalah yang sukar (Pasal 76 

KUHPidana). 

2.1.5 Tindak Pidana Penganiayaan 

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan 

 Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang 

dinamakan penganiayaan.  

R. Soesilo berpendapat bahwa:
4
   

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan 

penganiayaan adalah :  

1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).  

2) Menyebabkan rasa sakit.  

3) Menyebabkan luka-luka.”  

 Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan 

pengertian penganiayaan sebagai berikut : 

Poerwodarminto berpendapat bahwa: 
5
 

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka 

menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas 

melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau 

                                                           
4
 R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 

1995, hlm. 245 
5
 Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48 
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luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi 

tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan 

sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka 

pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat 

terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus 

disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit 

atau luka pada orang lain.  

 Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang 

dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. 

Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. 

Sudarsono mengatakan bahwa: 
6
 

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah 

perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan 

sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.” 

Wirjono berpendapat bahwa:
7
   

“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab UndangUndang Hukum 

Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari 

Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak 

kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi 

perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap 

pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini 

diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti 

                                                           
6
 Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34 

7
 Wirjono Projodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 

2010, hlm. 67. 
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berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”. 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana 

penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan 

seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa 

sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang 

diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 

(KUHPidana) yang berisi:  

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 

akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya 

maut;  

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan 

atau pekerjaan pencarian;  

3. Kehilangan salah satu panca indra;  

4. Mendapat cacat berat;  

5. Menderita sakit lumpuh;  

6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;  

7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.  

 Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan 

terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu 

perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. 

2. Unsur-unsur Penganiayaan 

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai 
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berikut: 
8
  

• Adanya kesengajaan  

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam 

tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit 

yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun 

demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam 

tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan 

sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada 

adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya 

kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan 

itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai 

kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya 

dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya 

sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu 

harusla perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai 

perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya. 

• Adanya perbuatan  

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud 

adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan 

anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan 

sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat 

kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, 

                                                           
8
 Tongat, Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam 

KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74. 
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mengiris, membacok, dan sebagainya. 

• Adanya akibat perbuatan (yang dituju)  

1. Membuat perasaan tidak enak.  

2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan 

perubahan pada tubuh.  

3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat 

terjadinya penganiayaan.  

4. Merusak kesehatan orang.
9
 

 

3.  Jenis Tindak Pidana Penganiayaan 

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :  

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHPidana)  

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan 

pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHPidana 

yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan 

berat dan bukan penganiayaan rin gan. Mengamati Pasal 351 

KUHPidana maka jenis penganiayaan biasa, yakni:  

 Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat 

maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

empat ribu lima ratus rupiah.  

 Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan 

                                                           
9
 Adami Chawazi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10. 
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hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.  

 Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan 

hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun  

 Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur 

penganiayan biasa, yakni :  

1. Adanya kesengajaan.  

2. Adanya perbuatan  

3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :  

- Rasa sakit tubuh;dan/atau  

- Luka pada tubuh 

4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya. 

b. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHPidana)  

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHPidana. Menurut pasal ini, 

penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman 

penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk 

dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHPidana, dan tidak 

menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau 

pekerjaan.Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang 

melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja 

padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut 

dalam Pasal 52 KUHPidana, yaitu suatu penganiayaan yang tidak 

menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan 

atau pekerjaan sehari-hari.  
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Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:  

1. Bukan berupa penganiayaan berencana  

2. Bukan penganiayaan yang dilakukan.  

 Terhadap ibu atau bapaknya yang sah istri atau anaknya.  

 Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena 

menjalankan tugasnya yang sah.  

 Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau 

kesehatan untuk dimakan atau diminum.  

 3. Tidak menimbulkan :  

 Penyakit;  

 Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatatn; 

 Pencaharian 

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHPidana)  

 Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:  

1) Penganiyaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau 

kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

empat tahun.  

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.  

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum 

dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur 

penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu 

sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan 
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menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat 

4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan 

dalam suasana batin yang tenang.  

5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat 

sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang 

cukup,sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir,antara lain :  

a) Risiko apa yang ditanggung.  

b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang 

tepat untuk melaksanaknnya.  

c) Bagaimana cara mengilangkan jejak.  

6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan 

dalam suasana hati yang tenang. 

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHPidana)  

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHPidana:  

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain,diancam karena 

melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun.  

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian,yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.Perbuatan berat 

atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang 

lain.Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang 

menganiaya.  

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :  
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a) Kesalahannya: kesengajaan  

b) Perbuatan: melukai berat.  

c) Objeknya: tubuh orang lain.  

d) Akibat: luka berat 

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini 

harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, 

menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. 

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHPidana, berarti sebagai berikut 

:  

a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh 

dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.  

b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan 

atau pencaharian.  

c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra  

d) Kekudung-kudungan  

e) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.  

f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada 

dalam kandungan 

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHPidana) 

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 

354 ayat 1 KUHPidana) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 

KUHPidana). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara 

serentak/bersama. Oleh karena itu,harus terpenuhi baik unsur 
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penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian 

dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam 

hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan 

tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap 

matinya korban,maka disebut pembunuhan berencana. 

f. Penganiayaan Terhadap Orang  

Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. 

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah 

dengan sepertiga: 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, 

bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya; 2) Jika kejahatan itu dilakukan 

terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang 

sah; 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang 

berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. 

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang 

memperberat berbagai penganiayaan.Berdasarkan Pasal 356 KUHPidana 

ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:  

1) Kualitas korban  

2) Cara atau modus penganiayaan  

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan 

tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang 

lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan 

umum. 
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Tindak Pidana Pembunuhan 

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 

 Pembunuhan secara bahasa diartikan sebagai perkara membunuh atau 

perbuatan membunuh, sementara itu membunuh adalah mematikan yakni 

menghilangkan nyawa. Dalam istilah KUHPidana pembunuhan adalah 

kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan 

dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh 

pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki 

oleh Undang-undang.  

 Dalam KUHPidana, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang 

ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri 

dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.  

  Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan. Bentuk kesalahan tindak pidana 

menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak 

sengaja (alpa) Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan 

direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari 

suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang 

dilakukan sampai selesai.  

 Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan 

menjadi pembunuhan biasa Pada KUHPidana tindak pidana yang diatur dalam 

pasal 338 KUHPidana merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik 

yang telah dirumuskan secara lengakap dengan semua unsur-unsurnya.  
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Pasal 338 KUHPidana menyatakan : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa 

orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun”.   

 Sedangkan pada Pasal 340 KUHPidana menyatakan : “Barang siapa 

sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, 

karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.  

 Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHPidana menyatakan bahwa 

pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama 

lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan 

hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.   

Unsur-unsur pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :  

1. Unsur subyektif Perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja artinya bahwa 

perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu 

juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan 

sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, 

sedangkan dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk 

menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan 

terlebih dahulu.  

2. Unsur obyektif perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur 

obyektif yang pertama dari tindak pidana pembunuhan, yaitu 

menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku 



27 
 

harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan 

menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya 

itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.  

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal 

ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi 

yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang 

mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan 

pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan 

nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum,  karena 

orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak 

dapat dipertanggungjawabkanPembunuhan dengan pemberatan Hal ini 

diatur dalam pasal 339 KUHPidana, yang berbunyi : “Pembunuhan yang 

diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk 

melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya 

barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam 

tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara 

sementara selama-lamanya dua puluh tahun”Perbedaan dengan 

pembunuhan Pasal 338 KUHPidana ialah: “diikuti, disertai, atau didahului 

oleh kejahatan.” Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. 

Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya 

kejahatan lain.  
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3. Pembunuhan berencana Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 

KUHPidana, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah unsur subyektif 

yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, 

sedangkan unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika 

unsur-unsur telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan 

timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat 

dikenai Pasal 340 KUHPidana. 

4. Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri. Jenis 

kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas dan 

sungguh – sungguh/ nyata. Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, 

karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHPidana. 

Pembunuhan tidak sengaja Tindak pidana yang di lakukan dengan tidak 

sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki 

oleh pelaku.  

 Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHPidana. Terhadap kejahatan 

yang melanggar Pasal 359KUHPidana ini ada dua macam hukuman yang dapat 

dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun 

atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (alpa) adalah 

suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang beraki bat matinya seseorang. 

 Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. 

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan prilaku menyimpang, yaitu 

tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian 

normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.  
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 Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. 

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana 

adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada 

mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan 

melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau 

perbaikan bagi para penjahat.  

2.2.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan 

 Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHPidana 

adalah sebagai berikut
10

:  

1. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja 

merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara 

paling lama lima belas tahun”.  

2. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi : “Pembunuhan 

yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan 

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, 

atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila 

tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang 

diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.  

3. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan 

sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, 

                                                           
10

Penghimpun Solahuddin,2008Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata 

(KUHP, KUHAP dan KUHPdt), (Jakarta: Visimedia,), hlm. 82-84. 
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diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 

dua puluh tahun”.  

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi : “Seorang ibu yang 

karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja 

menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama 

kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun”.  

5. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi : “Seorang ibu yang 

untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui 

bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat 

anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan 

pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun”.  

a. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang 

berbunyi: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan 

sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun”.  

b. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi : 

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, 

menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk 

itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu 

jadi bunuh diri”.  
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c. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi: 

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun”.  

d. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang 

berbunyi:  

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan 

seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun  

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun  

a. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), 

yang berbunyi :  

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan  

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun   

b. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran/matinya 

kandungan (pasal 349), yang berbunyi : “Jika seorang dokter, bidan atau 

juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, 

ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang 

diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan 
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dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut 

haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu 

dilakukan”. 

2.2.3 Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok 

 Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) 

dalam bentuk pokok, dimuat dalam: Pasal 338: Barang siapa dengan sengaja 

menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana 

penjara paling lama 15 tahun
11

.  

 Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:  

a. Unsur objektif  

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa 

2. Objeknya: nyawa orang lain  

b. Unsur subjektif: dengan sengaja  

 Dalam perbutan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang 

harus dipenuhi, yaitu:  

1. Adanya wujud perbuatan  

2. Adanya suatu kematian orang lain  

                                                           
11

Chazawi, A. (2001). Kejahatan terhadap tubuh & nyawa. Jakarta: RajawaliPers,Hlm 57 
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3. Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan 

dan akibat kematian orang lain.
12

 

 Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan 

terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan 

menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak 

atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.  

 Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak 

timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, 

dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan 

tentang berbagai hal.
13

 

2.2.4 Pembunuhan Dengan Telah Direncanakan Lebih Dulu 

 Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk lainnya adalah tindak pidana 

pembunuhan yang didahului dengan rencana terlebih dahulu, hal tersebut 

sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana “Barangsiapa sengaja dan 

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena 

pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana nati atau pidana penjara 

seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”  

 Unsur pembeda antara tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk 

pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan rencana 

terlebih dahulu (berencana).”Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya 

dalam KUHPidana, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli 
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Ibid,hal 58 
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hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim mengenai tindak pidana pembunuhan 

berencana (yurisprudensi). Memorie van Toelichting (MvT) merumuskan 

pengertian istilah met voorbedachte rade (direncanakan terlebih dahulu) adalah 

penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang 

dengan tenang
14

. 

 MvT tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila 

terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh 

pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang.  

 Pengertian berencana menurut MvT tersebut dipertegas oleh Arrest Hoge 

Raad tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya “Untuk dapat diterimanya 

suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau 

panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku 

harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu 

suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.”  

a. Berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh 

orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi 

pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara 

melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat
15

 

b. Mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara 

timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya 

ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan 
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 Abidin, A. Z., & Hamzah, A. (2010). Hukum pidana Indonesia. Jakarta: Yarsif Watampone 
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tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan 

dilakukan.
16

 

c. Mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya 

pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat 

sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku 

menyadari apa yang dilakukannya
17

 

 Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. 

Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, 

meskipun demikian kualitas lamanya waktu dalam pembunuhan berencana 

bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. 

a) Mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, 

terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan 

tenang perbuatannya.
18

 

b) Menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di 

antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, 

akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan 

pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu.
19

 

c) Adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak 

bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan 

yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak 
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R. Soesilo,1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Politeia 
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Yeni Salma Barlinti,2010 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta : Badan 
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terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit 

menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan 

mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu 

tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai 

pada pelaksanaan kehendak. Sebagian ahli hukum pidana berpendapat 

lamanya waktu tertentu dalam berencana tidak bersifat signifikan.
20

 

d) Mengatakan jangka waktu panjang atau pendek antara keputusan dan 

pelaksanaannya bukan merupakan kriteria bagi perbuatan yang direncanakan 

terlebih dahulu. Artinya berencana hakikatnya proses berpikir terhadap 

perbuatan yang akan dilakukan. 
21

 

e)  “premeditation in other words, the defendant thought about the 

consequences of what he was going to do and chose to proceed.” Mereka 

berdua tidak mencantumkan adanya waktu tertentu pada saat memberi 

pengertian berencana, mereka lebih menekankan pada perenungan atau 

pemikiran yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukan. 

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat dirumuskan 

bahwa pengertian dan syarat berencana adalah: 
22

 

a. adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku 

terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut 

menghasilkan satu keputusan dengan tenang;  
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b. Konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan 

oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu 

tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit. 

 Unsur berencana dalam Pasal 340 KUHPidana adalah unsur rencana 

dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, rencana 

pembunuhan yang telah memenuhi syarat rencana, yakni : 

a) adanya keputusan kehendak dengan tenang dan  

b) adanya waktu tertentu sebagaimana disebutkan di atas, harus memiliki 

hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dengan 

demikian, dua syarat berencana di atas harus dilengkapi dengan syarat ketiga, 

yaitu  

c) pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.mempertegas 

mengenai syarat yang ketiga di atas, dengan pertanyaan, pada tahap manakah 

perbuatan seseorang dimintai pertanggungjawaban secara hukum, apakah pada 

saat adanya niat permulaan; apakah pada saat adanya niat untuk berbuat, 

apakah pada saat ada gerakan tubuh, atau pada saat melakukan tindakan atau 

perbuatan.
23

 

 Hukum pidana hanya melihat pada aspek yang tampak saja, yakni tahap 

keempat, pada saat melakukan perbuatan atau tindak pidana. Apa yang dinyatakan 

Atmasasmita tersebut sesuai dengan pendapat Remmelink yang menyatakan 

“hukum pidana tidak menjangkau lebih jauh terhadap apa yang ada dalam pikiran 
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manusia.” Pendapat Atmasasmita di atas menegaskan seseorang dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana pada saat seseorang telah melakukan perbuatan atau 

tindak pidana, karena hukum pidana tidak dapat menjangkau lebih jauh terhadap 

apa yang ada dalam pikiran manusia.
24

 

 Demikian juga dalam tindak pidana pembunuhan berencana, seseorang 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dia telah melakukan perencanaan 

dan perencanaan itu dilakukan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang 

yang telah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa pengertian unsur 

adanya rencana terlebih dahulu di atas,  

 Merangkumnya dengan menjadi tiga syarat untuk dinyatakan terpenuhinya 

unsur adanya rencana terlebih dahulu: 
25

 

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;  

2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai 

dengan pelaksanaan kehendak; dan  

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.  

 Memutuskan kehendak dengan tenang adalah pada saat memutus 

kehendak atau niat untuk melakukan pembunuhan dilakukan dengan keadaan 

batin dalam keadaan tenang. Keadaan batin yang tenang adalah keadaan yang 

tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang 

tinggi, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk mau melakukan 

pembunuhan diputuskan tidak dengan tergesa-gesa, dipikirkan keuntungan dan 
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kerugiannya serta akibatnya, tidak juga kehendak itu muncul dengan tiba-tiba, ada 

proses pertimbangan yang matang. Indikator dari memutuskan kehendak dengan 

tenang, sebelum timbulnya kehendak, telah dipikirkan keuntungan dan kerugian 

serta akibat yang akan ditimbulkan dari kehendak yang akan diputuskan tersebut.  

 Pada saat mempertimbangkan kehendak tersebut dilakukan dalam keadaan 

tenang, sehinga pertimbangan kehendak tersebut benar-benar dilakukan dengan 

keadaan yang tenang 
26

 

 Syarat adanya ketersedian waktu yang cukup mulai dari adanya kehendak 

sampai pada pelaksanaan kehendak bersifat relatif, tidak tergantung pada lama 

atau sebentar waktu yang dibutuhkan, bergantung pada keadaan yang konkret 

pada saat kejadian.  

 Terpenting dari adanya tenggang waktu tersebut, adanya hubungan antara 

kehendak dengan pelaksanaan kehendak, hubungan ini dapat dilihat dari indikator 

penggunaan waktu tersebut, yaitu:  

(1) pelaku memiliki kesempatan untuk membatalkan kehendak yang telah ada;  

(2) jika kehendaknya telah bulat, melaku memikirkan strategi atau cara atau 

juga rencana untuk melancarkan pelaksanaan kehendak itu, misalnya cara 

yang digunakan, alat bantu yang akan digunakan dan lainnya
27

  

 Mengenai syarat, pelaksanaan kehendak pembunuhan dilakukan dalam 

suasana batin yang tenang. Syarat ketiga ini merupakan syarat yang esensial atau 

penting. Suasana pelaksanaan pembunuhan yang tenang itu adalah keadaan batin 
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pelaku dalam melaksanakan pembunuhan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, 

amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan, dan lain sebagainya
28

 

 Syarat berencana dapat terbentuk sejak terpenuhinya syarat pertama dan 

kedua, yakni adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang 

cukup mulai adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Namun dua syarat 

tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak ada 

pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga, yakni pelaksanaan kehendak menjadi 

penentu adanya unsur rencana atau tidak. Syarat ketiga ini bukanlah untuk 

membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan 

berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting. 

2.3 Pertimbangan Hakim 

2.3.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis 

 Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 

undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. 

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:  

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.  

b. Keterangan saksi.  

c. Keterangan terdakwa.  

d. Barang-barang bukti.  

e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidanaada dakwaan JaksaPenuntut 

Umum.   
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 Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah 

pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAPidana). 

Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu 

dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) 

KUHAPidana).  

 Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang 

dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun 

secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan 

saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun 

secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai 

dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya
29

. 

 Selanjutnya dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu 

untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu 

perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan 

alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya 

dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni 

tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan 

pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. 
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a. Keterangan saksi  

 merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAPidana. 

Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri 

ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan 

dengan mengangkat sumpah.  

 Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang 

merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian 

orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini 

dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de auditu testimonium. 

Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu 

hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan 

dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah 

pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang 

dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan 

dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana 

yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya 

hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi 

didengar untuk menghindarkan kesaksian de auditu
30

 

b. Keterangan Terdakwa  

 Menurut Pasal 184 KUHAPidana butir e. keterangan terdakwa 

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan 
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terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui 

sendiri atau yang dia alami sendiri
31

 

 Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk 

pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan 

penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan 

juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut 

umum, hakim maupun penasehat hukum.  

 Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan 

dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. 

Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan 

atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, 

boleh juga dinilai sebagai alat bukti. 

c. Barang-barang Bukti  

 Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua 

benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di 

persidangan yang meliputi:
32

 

a. Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau 

diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 

b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau 

untuk mempersiapkan tindak pidana.  

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.  

d. Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.  
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e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.  

 Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat 

bukti karena menurut KUHAPidana menetapkan hanya lima macam alat bukti 

yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 

Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum 

menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian 

mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun 

kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan 

membacakannyaatau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau 

saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu
33

 

 Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan 

menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin 

apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. 

d. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang tindak pidana  

 Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang 

dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasalpasal ini bermula 

dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum 

sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa. 

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu 

dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.  
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 Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa 

melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak 

memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang 

tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari 

setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan 

terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.  

 Menurut Pasal 197 huruf f KUHAPidana salah satu yang harus dimuat 

dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan yang 

menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum 

menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan 

putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasalpasal 

dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun 

yang mengabaikannya.  

 Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti 

menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta 

tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.  

2.3.2. Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis 

 Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, 

kondisi terdakwa dan agama terdakwa.
34

 Undang-undang No.48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib 

menggali mengikuti, dan memahami nilai-niali hukum dan rasa keadilan yang 
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hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan 

hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.  

 Dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa 

melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang 

penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan 

yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda 

sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum(normatif). 
35

 

 Cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu 

“sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan 

oleh masyrakat dan oleh si terdakwa sebagai sutau hukuman yang setimpal dan 

adil.”  

 Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:  

1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang 

berat atau ringan).  

2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan 

suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan 

dan meringankan). 

3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulang 

dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia 

seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia 

tinggi.  

4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.  
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5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.  

 Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 

48 tahun 2009 tentnag Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa 

mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula 

sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.  

 Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara 

sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara 

lain:  

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat.  

2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang 

meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 

3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

Faktor kebudayaan, yaknis ebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan 

pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
36 
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